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ABSTRAK

ABDUL HADID IDRUS. Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dalam Penyebaran Informasi Pengelolaan Dana
Desa di Kabupaten Maros (dibimbing oleh Igbal Sultan dan Muhammad
Farid).

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi dinas
pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) dalam pengelolaan dana
desa terutama dalam memahamkan khalayak tentang regulasi terkait
dana desa dan pola komunikasi penyebaran informasi yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis
deskriptif. Data diperoleh melalui kegiatan wawancara, observasi non-
partisipan, dan penelitian kepustakaan Teknik analisis data yang
digunakan adalah yang diajukan oleh Miles dan Huberman

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi DPMD
dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa telah dilaksanakan
sesuai dengan kaidah, yaitu dengan memperhatikan bagaimana
penentuan komunikator, penyusunan pesan, pemilihan media, dan
penentuan khalayak sasaran. Namun, dalam hal penelitian masih perlu
ditingkatkan. Pola komunikasi dalam penyebaran informasi pengelolaan
dana desa juga telah mengakomodasi keinginan pemerintah sebagai
penyedia program dana desa dan kebutuhan masyarakat sebagai
sasaran program dengan DPMD sebagai jembatan atau fasilitatornya.

Kata kunci: strategi komunikasi, penyebaran informasi, dana desa
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ABSTRACT

ABDUL HADID IDRUS. Communication Strategy of Community and Village
Empowerment Service in the Information Dissemination of Village Fund
Management in Maros Regency (supervised by Igbal Sultan and Muhammad
Farid)

This research aims to analyze the communication strategy of community and
village empowerment service (DPMD) in the management of viliage fund especially
in providing understanding to the public on the regulations related to village fund
and to analyse communication patterns of information dissemination occurring.

This research used descriptive qualitative approach. The data were obtained
through interview, non-participant observation, and library research. The data were
analysed using Miles and Huberman.

The results of the research indicate that the communication strategy of
community and village empowerment service (DPMD) in the information
dissemination of village fund management has been implemented in accordance
with the rules by giving attention the determination of communicator, the preparation
of the message, the selection of media, and the determination of the target
audience. The communication patterns in the information dissemination of village
fund management has also accommodated the govermnment's wishes as the
provider of village fund programs and community's need as the target of the program
with DPMD as the facilitator.

Key words: communication strategy, dissemination of information, village fund
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu poin program pembangunan pemerintah yang tertuang
dalam nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Dalam rangka mendukung program ini,
pemerintah pusat mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit kepada
seluruh desa yang ada di Indonesia yang disebut Dana Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan
pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana yang dinyatakan dalam
Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa pada
pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang
diperuntukkan bagi desa yang bersumber dari APBN dan ditransfer
melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang nomor



6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa mulai tahun 2015
akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN.

Tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar 20,7 triliun, dengan
rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar 280 juta. Pada tahun
2016, dana desa meningkat menjadi 46,98 triliun dengan rata-rata setiap
desa memperoleh 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi
60 Triliun dengan rata-rata setiap desa memperoleh anggaran sebesar
800 juta. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor
226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut
Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, kebijakan pengalokasian
dana desa Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan menyempurnakan
formula pengalokasian dana desa, melalui penyesuaian proporsi dana
yang dibagi rata (alokasi dasar) dan dana yang dibagi berdasarkan
formula (alokasi formula), memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan
sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi dan
memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan
ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah
penduduk miskin dan luas wilayah.

Dana desa tahun anggaran 2018 telah dialokasikan sebesar . 60
trilyun kepada 74.958 desa, dengan ketentuan alokasi dasar (AD) sebesar
77% dari pagu atau sebesar 46,2 trilyun, dibagi secara merata kepada
setiap desa. Alokasi Afirmasi (AA) sebesar 3% dari pagu atau . 1,8 trilyun

dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat



tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi. Alokasi
formula (AF), sebesar 20% dari pagu atau 12 trilyun, dibagi berdasarkan
jumlah penduduk desa dengan bobot 10%, jumlah penduduk miskin desa
dengan bobot 50%, luas wilayah desa dengan bobot 15%, dan indeks
kemahalan konstruksi atau indeks kesulitan geografis desa dengan bobot
25%. Dan untuk tahun 2019 Pemerintah kembali menambah anggaran
dana desa menjadi 70 Triliun naik 10 triliun dibanding tahun 2018 (DJPK
Kementerian Keuangan RI).

Melalui anggaran dana desa ini, desa diberikan kesempatan yang
besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup
masyarakatnya. Selain itu pemerintah desa diharapkan lebih mandiri
dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang
dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik
desa.

Begitu besarnya peran yang diterima oleh desa tentunya disertai
dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah
desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Alokasi APBN sebesar 10% yang diterima oleh desa tentunya akan
berdampak pada meningkatnya penerimaan desa dan tanggung jawab

pengelolaan yang semakin besar pula.



Diharapkan dengan pengalokasian Dana Desa dapat meningkatkan
pemerataan pembangunan serta pemerataan kesejahteraan dan
memajukan perekonomian desa. Untuk memaksimalkan pencapaian
tujuan ini, maka berbagai bentuk penyimpangan penggunaan Dana Desa
yang tidak sesuai dengan aturan baik dengan sengaja maupun tidak
disengaja harus dapat diantisipasi dan diminimalisir agar dampak
pemberian Dana Desa oleh pemerintah betul-betul dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat dan tidak salah sasaran ataupun mubazir
dikarenakan proses perencanaan yang tidak berjalan dengan baik.

Hal ini tidaklah berlebihan karena pada kenyataannya banyak kita
saksikan di media terjadinya kasus hukum yang menimpa aparat
pemerintah desa terutama kepala desa terkait dengan penyelewengan
dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga merugikan negara dan
masyarakat desa sendiri.

Sebagaimana dikemukakan oleh Indonesian Corruption Watch
(ICW) yang menilai bahwa aktor utama yang terjerat dalam kasus
penyalahgunaan Dana Desa adalah para kepala desa (kades). Dari hasil
pantauan ICW per Agustus 2017, kades yang menjadi aktor utama
penyalahgunaan Dana Desa mencapai 112 orang. Jumlahnya meningkat
sejak tahun 2015 yang terjerat sebanyak 15 orang, meningkat tahun 2016
menjadi 32 orang, 2017 meningkat lagi menjadi 65 orang, tetapi untuk
tahun 2018 sudah terjadi penurunan yaitu 29 orang. Tidak semua pelaku

penyalahgunaan Dana Desa adalah kades, ada 32 orang perangkat desa



dan 3 orang keluarga dari kades. Kasus korupsi di desa memang tidak
fokus pada anggaran saja. ICW juga melihat objek-objek non anggaran
dan hal tersebut sangat memprihatinkan karena secara jumlah meningkat
dari tahun ke tahun. Berdasarkan pemantauan ICW, sejak 2015 hingga
2017, peningkatannya selalu dua kali lipat. Pada tahun 2015 terdapat 17
kasus, meningkat menjadi 41 kasus pada 2016 dan 96 kasus pada 2017.
Untuk 2018 terjadi penurunan, dengan jumlah 27 kasus sehingga total
sepanjang empat tahun itu ada 181 kasus. ICW menemukan objek
anggaran desa yang dikorupsi mencapai 85 persen atau 127 kasus.
Sisanya non anggaran desa 27 kasus atau 18 persen dari jumlah kasus,
misalnya kasus pungutan liar aparat desa. Objek kasus anggaran desa
mencakup korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, kas desa, dan

lainnya (Suara Pembaruan dikutip dari http://sp.beritasatu.com).

Sebagai salah satu contoh kasus adalah yang menimpa Kepala
Desa Dassok di Kabupaten Pamekasan karena kepala desa terlibat dalam
dugaan suap '‘pengamanan’ kasus pengadaan yang menggunakan Dana
Desa Dassok. Kasus ini langsung ditangani oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) karena kepala desa tidak bisa dijerat oleh lembaga anti
rasuah lainnya karena terkait aktor utama Bupati dan Jaksa di wilayah itu.

Kerugian negara atas korupsi Dana Desa menurut ICW pun cukup
besar. Tahun 2015 kerugian negara mencapai 9,12 miliar, tahun 2016
mencapai 8,33 miliar, sedangkan tahun 2017 mencapai lonjakan cukup

besar yakni 30,11 miliar sehingga total menjadi 47,56 miliar. Jumlah


http://sp.beritasatu.com/

tersebut setara dengan alokasi Dana Desa di APBN untuk 77 desa.
Modusnya bermacam-macam dan yang paling banyak ditemukan adalah
praktik penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 kasus, penggelapan 32
kasus, laporan fiktif 17 kasus, proyek fiktif 15 kasus, dan
penggelembungan anggaran 14 kasus.

Korupsi di desa juga banyak disebabkan minimnya pelibatan
masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa,
tidak optimalnya Badan Permusyawaratan Desa, terbatasnya kompetensi
kepala desa dan perangkat desa, serta tingginya biaya politik pemilihan
kepala desa. Sementara itu, Divisi Korupsi Politik ICW mengatakan,
korupsi di sektor desa ini menjadi tren baru di Indonesia. Dana Desa dan
ADD menjadi dua pos anggaran desa yang rawan disalahgunakan
terutama untuk pemenangan pemilu.

Potensi anggaran yang mengalir ke desa untuk kepentingan pemilu
mulai teridentifikasi sejak tahun 2015. Jadi tahun 2018 anggaran desa,
baik Dana Desa maupun ADD semakin rawan disalahgunakan. Alasannya
adalah politik karena 2018 kita menghadapi kontestasi politik di 171
daerah. Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif yang tahapannya akan
dimulai September 2018. Dana Desa menjadi salah satu alat tawar
menawar (bargain) politik utama untuk pemenangan pemilu, terutama di
daerah yang kepala daerahnya maju kembali atau petahana (Suara

Pembaruan dikutip dari http://sp.beritasatu.com).
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Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan hasil kajian
yang dilakukan lembaga itu pada tahun 2014, menemukan empat belas
potensi permasalahan pengelolaan Dana Desa baik terkait alokasi Dana
Desa (ADD) maupun Dana Desa. Sebanyak 14 potensi permasalahan itu
ditemukan dalam empat aspek, yaitu aspek regulasi dan kelembagaan,
aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia
(dikutip dari https://www.republika.co.id). Adapun beberapa potensi
masalah menyangkut aspek regulasi dan kelembagaan adalah peraturan
dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa belum lengkap. Selain
itu, permasalahan lainnya adalah kemungkinan tumpang tindih
kewenangan antara Kementerian Desa dengan Direktorat Jenderal Bina
Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, formula pembagian Dana
Desa belum transparan, pembagian penghasilan perangkat desa belum
adil serta kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa
tidak efisien karena regulasi tumpang tindih.

Terkait aspek tata laksana, KPK mengungkap beberapa persoalan,
yaitu kerangka waktu pengelolaan anggaran sulit dipatuhi oleh desa,
satuan harga baku barang-jasa untuk acuan penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) belum ada, penyusunan
APBDesa tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan
desa, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban
APBDesa rendah serta pertanggungjawaban keuangan desa belum

sesuai standar dan rawan manipulasi.



Tentang aspek pengawasan, KPK menekankan agar pemerintah
memerhatikan tiga masalah, yaitu efektivitas pengawasan pengelolaan
keuangan, saluran pengaduan masyarakat belum dikelola dengan baik
serta evaluasi dan pengawasan pemerintah daerah belum jelas. Terkait
aspek sumber daya manusia, KPK menemukan persoalan berupa adanya
potensi korupsi tenaga pendamping dengan memanfaatkan lemahnya
aparat desa. KPK berharap semua hasil kajian tersebut bisa digunakan
untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa oleh semua pemangku
kepentingan. Dana Desa harus mampu memajukan desa dan
memberdayakan masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) merupakan
organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi leading sector di daerah
baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi dan
mengawal program Dana Desa tidak terkecuali di Kabupaten Maros. Oleh
karena itu DPMD Kabupaten Maros perlu untuk melakukan komunikasi
yang intensif dan tentunya efektif baik dengan pemerintah pusat dalam hal
ini Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
(KemendesPDTT) sebagai pihak yang melaksanakan dan menyalurkan
Dana Desa, Kementerian Dalam Negeri maupun dengan pihak desa yang
merupakan penerima program Dana Desa ini agar Dana Desa dapat
digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebesar-besar kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.



DPMD Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas ini telah
melakukan upaya penyebaran informasi terkait pengelolaan Dana Desa
antara lain melalui kegiatan sosialisasi peraturan-peraturan terkait Dana
Desa kepada aparat Pemerintah Desa agar semua bentuk pegelolaan
Dana Desa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan, petunjuk
teknis, petunjuk pelaksanaan dan terhindar dari kesalahan, kekeliruan
baik disengaja ataupun tidak, serta bebas dari penyimpangan maupun
penyelewengan melalui pengeloaan Dana Desa yang transparan dan
akuntabel serta agar para aparat pemerintah desa tidak takut dan khawatir
dalam pengelolaan Dana Desa asalkan sesuai dengan aturan. DPMD juga
telah melaksanakan rapat koordinasi dengan mengumpulkan seluruh
kepala desa lingkup Kabupaten Maros untuk membahas tentang
pengawasan Dana Desa dengan melibatkan unsur Muspida seperti
Kepolisian Resort Maros dan Kejaksaan Negeri Maros.

Penyebaran informasi yang efektif, intensif dan tepat sasaran
terkait pengelolaan Dana Desa sangat perlu dilakukan oleh DPMD
Kabupaten Maros dalam rangka pencegahan penyimpangan karena
anggaran Dana Desa rentan untuk disalahgunakan sehingga tidak tepat
sasaran dan tidak mampu mencapai target yang diinginkan. Di sisi lain
konsekuensi administratif maupun konsekuensi hukum yang ditimbulkan
atas kesalahan pengelolaan Dana Desa, sedikit banyak menimbulkan
kekhawatiran dan ketakutan pada sebagian aparat pemerintah desa

terutama kepala desa dalam menggunakan Dana Desa, sehingga
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berakibat pada rendahnya penyerapan anggaran Dana Desa yang juga
dapat merugikan masyarakat.

Untuk itu diperlukan adanya suatu strategi komunikasi oleh DPMD
kepada pihak aparat pemerintah desa, baik Kepala Desa, Perangkat Desa
maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehubungan dengan
penyebaran informasi pengelolaan Dana Desa. Di mana strategi
komunikasi ini merupakan suatu cara untuk mengatur pelaksanaan proses
komunikasi sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi
untuk mencapai suatu tujuan.

Strategi komunikasi memiliki fungsi untuk menyebarluaskan pesan
komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, instruktif secara sistematis
kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. Hal yang juga
perlu mendapat perhatian dalam penyusunan strategi komunikasi adalah
memilih dan menetapkan komunikator, menetapkan target sasaran dan
analisis kebutuhan khalayak, teknik menyusun pesan, memilih media atau
saluran komunikasi dan menganalisis efek komunikasi.

Dengan pertimbangan urgensi penerapan strategi komunikasi
dalam penyampaian pesan yang efektif terkait pengelolaan Dana Desa
khususnya di Kabupaten Maros guna mencapai efek yang diinginkan oleh
komunikator dalam hal ini DPMD Kabupaten Maros, maka saya berminat
untuk mengangkat penelitian dengan judul “Strategi Komunikasi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Penyebaran Informasi

Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Maros”.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya,
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh DPMD Kabupaten
Maros dalam penyebaran informasi pengelolaan Dana Desa ?
2. Bagaimana pola komunikasi dalam penyebaran informasi pengelolaan

Dana Desa?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Menganalisis strategi komunikasi DPMD Kabupaten Maros dalam
penyebaran informasi pengelolaan Dana Desa.
2. Menganalisis pola komunikasi penyebaran informasi DPMD Kabupaten
Maros dalam menerapkan strategi komunikasi terkait pengelolaan

Dana Desa.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya meliputi :
1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
dan memperluas wawasan pembaca dalam rangka pengembangan
ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu komunikasi dan bidang

iImu lainnya serta dapat menjadi salah satu acuan atau rujukan bagi
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peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis yaitu tentang
strategi komunikasi.

. Secara praktis, dapat memberikan masukan dan menjadi rekomendasi
kepada instansi terkait yaitu DPMD Kabupaten Maros dan Pemerintah
Kabupaten secara umum untuk dijadikan bahan dalam pengambilan
keputusan terkait dengan pengelolaan dana desa di Kabupaten Maros.

. Bagi peneliti dapat menjadi bahan pembelajaran dan menambah
pengetahuan mengenai strategi komunikasi dalam penyebaran

informasi terkait pengelolaan dana desa.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

1. Konsep Strategi Komunikasi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani Klasik yaitu “stratos” yang
artinya tentara dan kata “agein” yang berarti memimpin. Dengan demikian
yang dimaksud strategi berdasarkan etimologi di atas adalah memimpin
tentara. Lalu muncul istilah strategos yang berarti pemimpin tentara pada
tingkat atas. Jadi strategi merupakan konsep militer yang biasa diartikan
sebagai seni perang para jenderal (The Art of General) atau suatu
rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan. Dalam strategi
ada prinsip yang harus dicamkan yakni “tidak ada sesuatu yang berarti
dari segalanya, kecuali mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh musuh
sebelum mereka mengerjakannya” (Cangara:2017).

Menurut Effendy (2011:32) memberikan definisi strategi sebagai
perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai
suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak
berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja
melainkan harus mampu menunjukkan begaimana taktik operasionalnya.

Menurut Ruslan dalam Suawa (2013:7), strategi adalah suatu
perencanaan (planning) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan.

Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidaklah berfungsi sebagai
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peta jalan yang hanya menunjukan arah saja, melainkan harus mampu

menunjukan bagaimana taktik opersional.

Sedangkan menurut George Steiner dalam Liliweri (2011:242)
menerangkan definisi strategi sebagai apa yang dilakukan oleh
manajemen puncak karena hal itu sangat penting bagi organisasi, strategi
mengacu pada dasar keputusan terarah demi tercapainya tujuan dan
misi.

Berbicara tentang strategi, maka menurut Mintzberg dalam Liliweri
(2011:242), terdapat empat makna yang tercakup dalam strategi, yaitu
bahwa :

a. Strategi adalah sebuah rencana, bagaimana cara untuk mendapatkan
sesuatu.

b. Strategi merupakan pola tindakan dari waktu ke waktu, misalnya
sebuah perusahaan yang secara teratur memasarkan produknya yang
sangat mahal, sehingga harus menggunakan strategi tertentu.

c. Strategi adalah suatu posisi yang mencerminkan keputusan untuk
menempatkan atau mengalokasi sesuatu pada posisi yang tepat.

d. Strategi merupakan perspektif/cara pandang organisasi dalam
menjalankan kebijakan dan arah terhadap visi.. Cara pandang ini
berkaitan dengan visi dan budaya organisasi.

Strategi menghasilkan gagasan dan konsepsi yang dikembangkan
oleh para praktisi. Dalam menangani masalah komunikasi, para

perencana komunikasi dihadapkan pada sejumlah persoalan terutama
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dalam kaitannya dengan strategi penggunaan sumber daya komunikasi
yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai (Cangara:2017).

Seorang pakar perencanaan komunikasi Middleton (1980)
membuat definisi tentang strategi komunikasi yaitu kombinasi terbaik dari
semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran
(media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk
mencapai tujuan komunikasi yang optimal. (Cangara:2017).

Menurut Effendy (2011:32) bahwa strategi komunikasi merupakan
panduan perencanaan komunikasi (communication planning) dengan
manajemen komunikasi (communication management) untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi harus mampu
menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan,
dalam arti bahwa pendekatan (approach) dapat berbeda sewaktu-waktu
bergantung pada situasi dan kondisi. Strategi komunikasi merupakan
suatu cara untuk mengatur pelaksanaan proses komunikasi sejak dari
perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi untuk mencapai

suatu tujuan.

Tujuan sentral strategi komunikasi sendiri menurut Wayne Pace,

Brent D, Peterson, dan M. Dallas Burnett dalam Effendy (2011:32), yaitu :
a. to secure understanding, di mana strategi komunikasi bertujuan untuk
memastikan terciptanya saling pengertian dalam berkomunikasi dan
untuk memberikan pengaruh kepada komunikan melalui pesan-pesan

yang disampaikan untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi.
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b. to establish acceptance, strategi komunikasi disusun agar saling
pengertian dan penerimaan tersebut dapat terus dibina dengan baik.

c. to motive action. Strategi komunikasi memberikan dorongan,
memotivasi perilaku atau aksi ialah bahwa komunikasi dapat memberi
pengertian yang diharapkan dan dapat memengaruhi atau mengubah
perilaku komunikan agar sesuai dengan keinginan komunikator.

d. to reach the goals which the communicator sought to achieve adalah
strategi komunikasi memberikan gambaran cara bagaimana mencapai
tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak komunikator dari proses
komunikasi tersebut.

Hampir senada dengan Wayne Pace dan kawan-kawan, Liliweri
(2011:248) mengemukakan beberapa tujuan dalam strategi komunikasi
antara lain :

a. Memberitahu (announcing), yaitu pemeritahuan tentang kapasitas dan
kualitas informasi. Oleh karena itu informasi yang akan dipromosikan
sedapat mungkin berkaitan dengan informasi utama dari seluruh
informasi yang sedemikian penting.

b. Memotivasi (motivating), dalam strategi komunikasi kita dapat
mengusahakan agar informasi yang disebarkan dapat memberikan
motivasi kepada masyarakat.

c. Mendidik (educating) yaitu menyampaikan informasi yang menambah
pengetahuan masyarakat, seperti bagaimana peranan dan keterlibatan

masyarakat dalam memelihara kesehatan lingkungan, bagaimana
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menghindari demam berdarah melalui pembersihan lingkungan rumah
tangga secara teratur, dan sebagainya.

d. Menyebarkan informasi (informing), salah satu tujuan strategi
komunikasi adalah untuk menyebarluaskan informasi kepada
masyarakat yang menjadi sasaran komunikator.

e. Mendukung pembuatan keputusan (supporting decision making),
dalam rangka pembuatan keputusan, maka informasi yang
dikumpulkan, dikategorisasi, dianalisis sedemikian rupa, sehingga
dapat dijadikan informasi utama dalam pembuatan keputusan.

Menurut Kriyantono (2017:287) bahwa penyebarluasan narasi
seperti newsletter, press-release, majalah dinding, publisitas media,
maupun iklan-iklan merupakan bagian dari strategi komunikasi.

Rogers dalam Cangara (2017) memberikan batasan tentang
strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk
mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui
transfer ide-ide baru.

Hal yang juga perlu mendapat perhatian dalam penyusunan
strategi komunikasi adalah memilih dan menetapkan komunikator,
menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak, teknik
menyusun pesan, memilih media atau saluran komunikasi dan

menganalisis efek komunikasi (Cangara, 2016:185).
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1. Memilih dan menetapkan komunikator

Komunikator menjadi sumber dan kendali semua aktivitas
komunikasi. Oleh karena itu jika suatu proses komunikasi tidak berhasil
dengan baik, maka kesalahan utama bersumber dari komunkator sebab
komunikatorlah yang tidak memahami penyusunan pesan media yang
tepat dan cara mendekati komunikan yang menjadi target. Sebagai pelaku
utama dalam aktivitas komunikasi, komunikator memegang peranan yang
sangat penting. Karenanya komunikator harus terampil berkomunikasi,

kaya ide serta penuh daya kreativitas.

2. Menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak
Sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles, know your audience

(kenali khalayakmu), maka sebelum melancarkan suatu strategi

komunikasi, kita perlu mempelajari orang-orang yang menjadi target atau

sasaran komunikasi. Ini terkait pula dengan tujuan strategi komunikasi
kita, apakah agar sasaran mengetahui sesuatu hal (informative), atau agar
sasaran melakukan tindakan tertentu (persuasive dan instruktif).

Dalam hal ini perlu diketahui dua hal berikut :

1) Faktor kerangka referensi, yaitu pesan yang dikomunikasikan harus
sesuai dengan kerangka referensi (frame of reference). Kerangka
referensi seseorang terbentuk dalam dirinya sebagai hasil dari
peaduan antara pengalaman, pendidikan, gaya hidup, norma hidup,

status sosial, ideologi, cita-cita dan sebagainya.
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2) Faktor situasi dan kondisi, yaitu situasi komunikasi pada saat
komunikan akan menerima pesan yang disampaikan komunikator.
Agar komunikasi dapat berjalan efektif, terkadang diperlukan adanya
pengaturan ruangan atau tempat, sehingga hambatan dapat
diminimalisir. Faktor kondisi adalah keadaan fisik dan mental dari
komunikan pada saat menerima pesan komunikasi. Komunikasi tidak
akan efektif jika kondisi komunikan dalam keadaan marah, sedih, sakit
maupun lapar.

Di dalam masyarakat ada kelompok-kelompok yang menentukan
besarnya pengaruh suatu program, yaitu:

1) Kelompok yang memberi izin ialah suatu badan atau lembaga yang
membuat peraturan dan membri izin sebelum suatu program
disebarluaskan.

2) Kelompok pendukung ialah kelompok yang mendukung atau setuju
dengan program yang akan dilaksanakan.

3) Kelompok oposisi ialah mereka yang menentang ide perubahan yang
dilakukan

4) Kelompok evaluasi ialah mereka yang terdiri atas orang-orang yang

mengKkritisi atau memonitor jalannya suatu program.

3. Menyusun pesan
Pengelolaan dan penyusunan pesan yang efektif perlu

memerhatikan beberapa hal berikut :
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1) Pesan yang disampaikan harus dikuasai lebih dahulu, termasuk struktur
penyusunannya yang sistematis.

2) Mampu mengemukakan argumentasi secara logis, oleh karena itu
harus dimiliki alasan-alasan berupa fakta dan pendapat yang bisa
mendukung materi yang disajikan.

3) Memiliki kemampuan untuk membuat intonasi bahasa serta gerakan-
gerakan nonverbal yang dapat menarik perhatian khalayak.

4) Memiliki kemampuan untuk membumbui pesan yang disampaikan
dengan menggunakan anekdot-anekdot untuk menarik perhatian dan

mengurangi rasa bosan khalayak.

4. Memilih media atau saluran komunikasi

Memilih media komunikasi harus mempertimbangkan karakteristik
isi dan tujuan isi pesan yang ingin disampaikan serta jenis media yang
dimiliki oleh khalayak. Maksud dari isi pesan ialah kemasan pesan yang
ditujukan untuk masyarakat luas dan kemaan pesan untuk masyarakat
tertentu Bagi masyarakat luas, pesan sebaiknya disalurkan melalui media
massa, misalnya surat kabar atau televisi dan untuk komunitas tertentu

digunakan media selebaran atau saluran komunikasi kelompok.

5. Efek atau pengaruh komunikasi
Pengaruh adalah salah satu elemen dalam komunikasi yang sangat
penting untuk mengetahui berhasil tidaknya komunikasi yang Kkita

inginkan. Pengaruh dapat terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan
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(knowledge), sikap (attitude), dan perilaku (behavior). Pada tingkat
pengetahuan, pengaruh dapat terjadi dalam bentuk perubahan persepsi
dan perubahan pendapat.

Perubahan pendapat terjadi bila terdapat perubahan penilaian
terhadap suatu objek karena adanya informasi yang lebih baru.
Perubahan sikap ialah adanya perubahan internal pada diri seseorang
yang diorganisasikan dalam bentuk prinsip sebagai hasil evaluasi yang
dilakukannya terhadap suatu objek, baik yang terdapat di dalam maupun
di luar dirinya. Sementara yang dimaksud dengan perubahan perilaku

adalah perubahan yang terjadi dalam bentuk tindakan.

2. Konsep Penyebaran Informasi

Informasi adalah hasil dari proses intelektual seseorang . proses
intelektual adalah mengolah, memroses stimulus yang masuk ke dalam
diri individu. Claude E. Shannon dan Warren Weaver dalam Wiryanto
(2004:29) memberikan definisi informasi sebagai energi yang terolakan
yang memengaruhi individu dalam mengambil keputusan dari
kemungkinan pilihan-pilihan yang ada.

Pengertian Informasi menurut Jogiyanto HM dalam Wadu'ud
(2016:133) adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang
lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan
suatu kejadian - kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk

pengambilan keputusan.
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Menurut Sendjaja dalam Bungin (2009:259) Informasi adalah suatu
fakta/opini/gagasan dari satu partisipan kepada partisipan lain melalui
penggunaan Kkata-kata atau lambang lainnya. Ketika pesan yang
dikirimkan oleh sumber (source) diterima secara baik dan akurat oleh
penerima (receiver), maka penerima akan memiliki pemaknaan atas
informasi yang sama seperti yang dimiliki oleh pengirim dan oleh karena
itu proses komunikasi dikatakan telah terjadi. Sedangkan jika ditunjau dari
perspektif perilaku, komunikasi dipandang sebagai perilaku verbal atau
simbolis di mana pengirim (sender) berusaha mendapatkan satu pengaruh
(efek) yang dikehendakinya terhadap penerima informasi (receiver).
Dance menyatakan bahwa komunikasi ada karena tanggapan (respon)
melalui lambing-lambang verbal di mana symbol verbal tersebut berfungsi
sebagai stimulus untuk mendapatkan respon antara pengirim dan
penerima.

Aubrey Fisher dalam Wiryanto (2004:26) memberikan tiga konsep
informasi, yaitu :

a. Informasi menunjukkan fakta atau data yang diperoleh selama proses
komunikasi. Informasi dikonseptualisasikan sebagai kuantitas fisik
yang dapat dipindahkan dari satu titik ke titik yang lain, dari individu
satu ke individu yang lain atau medium yang satu ke medium lainnya.
Semakin banyak diperoleh fakta atau data secara kuantitas, maka

seseorang juga memiliki banyak informasi.
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b. Informasi menunjukkan makna data. Informasi merupakan arti, maksud
atau makna yang terkandung dalam data. Suatu data akan memiliki
nilai informasi apabila bermakna bagi seseorang yang menafsirkannya.
Penefsiran terhadap data atau stimulus yang diterima otak akan
menentukan kualitas informasi.

c. Informasi sebagai jumlah ketidakpastian yang diukur dengan cara
mereduksi sejumlah alternatif yang ada. Keadaan yang semakin tidak
menentu akan menimbulkan banyak alternatif informasi yang dapat
digunakan untuk mereduksi ketidakpastian itu.

Informasi yang dikomunikasikan kepada orang lain atau khalayak
disebut sebagai pesan. Dengan kata lain semua pesan adalah informasi
tetapi tidak semua informasi adalah pesan. Pesan yang disampaikan
kepada individu atau khalayak mempunyai tujuan untuk mengubah sikap,
pendapat dan perilaku individu ataupun khalayak (Carl 1. Hoveland dalam
Wiryanto, 2004:28).

Kualitas informasi sangat ditentukan oleh pengetahuan,
pengalaman, selera, dan iman seseorang yang mengolah stimulus
menjadi informasi. Sedangkan kualitas pesan sangat ditentukan oleh
kemampuan dan kreativitas seseorang dalam mengolah informasi menjadi
pesan (Wiryanto, 2004:30).

Menurut Burch dalam Wiryanto (2004:30) bahwa sebuah informasi
yang berkualitas sangat ditentukan oleh kecermatan (accuracy), tepat

waktu (timeliness) dan relevansinya (relevancy). Informasi dikatakan
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akurat  apabila informasi tersebut terbebas dari bias, dikatakan tepat

waktu jika dihasilkan pada saat diperlukan dan relevansi informasi

berhubungan dengan kepentingan pengambilan keputusan yang telah
direncanakan.

Terdapat banyak metode dalam penyebaran informasi, antara lain
melalui :

a. Sosialisasi adalah suatu bentuk proses belajar mengajar berupa
penanaman nilai-nilai, kebiasaan dan aturan dalam bertingkah laku di
dalam masyarakat. Secara sempit, sosialisasi diartikan sebagai
proses pembelajaran yang dilakukan individu atau kelompok dalam
mengetahui dan mengenali suatu program. Sosialisasi dapat pula
diartikan sebagai setiap aktivitas yang ditujukan untuk memberitahukan
membujuk atau mempengaruhi masyarakat untuk tetap menggunakan
suatu produk dan jasa yang dihasilkan.

b. Bimbingan Teknis (Bimtek) adalah pelatihan yang biasanya dilakukan
oleh lembaga resmi dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi
para peserta dan kualitas sumber daya manusianya.

c. Diseminasi (Dissemination) adalah suatu kegiatan yang ditujukan
kepada individu ataupun kelompok target agar mereka memperoleh
informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan
informasi tersebut. Diseminasi merupakan bentuk inovasi yang disusun
dan penyebarannya berdasarkan sebuah perencanaan yang matang

dengan pandangan jauh ke depan baik melalui diskusi atau forum
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lainnnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan
untuk melaksanakan inovasi. Diseminasi adalah proses penyebaran
inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Hal ini berbeda
dengan difusi yang merupakan alur komunikasi spontan. Sehingga
terjadi saling tukar informasi dan akhirnya terjadi kesamaan pendapat

antara tentang inovasi tersebut.

3. Konsep Dana Desa
3.1 Pengertian Dana Desa

Menurut A. Saibani dalam Maulana (2018:13) Dana Desa
merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan unuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian di atas senada dengan pengertian Dana Desa dalam
buku saku Dana Desa yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana
APBNyang diperuntukkan bagi Desayang ditransfer melalui APBD
kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa.

3.2 Sumber Dana Desa

Berdasarkan Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara, maka yang dimaksud dengan belanja negara adalah
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keharusan pemerintah pusat yang dinyatakan sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih. Belanja Negara terdiri dari belanja pemerintah pusat,
dan transfer kepada daerah. Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya
terdiri atas belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran
bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan
transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke daerah yaitu dana
otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa Dana Desa
dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :

a. Alokasi dasar
b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap

kabupaten/kota.

3.3 Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disinggung tentang
komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar
menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan

landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan
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pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri di

mana:

a. desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat,
melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat
setempat;

b. desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk
mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan
kehidupan bagi warga masyarakat.

c. desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi
kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan,
energi dan layanan dasar.

d. sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan
pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat
serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang
memadai.

Chabib Sholeh dan Heru Rochansjah dalam Maulana (2018:33)
menyatakan bahwa Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program
pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara tujuan

Dana Desa adalah :



28

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

b. Meningkatkan perencanaa dan penganggaran pembangunan ditingkat
desa dan pemberdayaan masyarakat.

c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.

d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya
dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

g. Meningkatakan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan

Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Penggunaan Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30%
alokasi Dana Desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan
pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional
BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi Dana Desa.
Sedangkan 70% Dana Desa dipergunakan untuk pemberdayaan
masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa,
pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi
masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan
keuangan kepada lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha
sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan
kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang

Taruna, Linmas.
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan
Evaluasi Dana Desa mengarahkan prioritas penggunaan Dana Desa
untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam
Peraturan Menteri tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa
dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2015 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk
pembangunan desa, dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan
desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas
hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar
meliputi:
a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.

2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan
prasarana desa (Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015) didasarkan
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pada kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target

JMDes dan RKPDes setiap tahunnya, yang di antaranya dapat

meliputi:

a.

b.

pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;

pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;

. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
. pembangunan energi baru dan terbarukan;

. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;

pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;

. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;

. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk

budidaya perikanan;

pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.

3. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi

ekonomi lokal (Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015) didasarkan atas

kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target JMDesa

dan RKPDesa setiap tahunnya.

3.4 Ketentuan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

Bardasarkan Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa,

Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, Deputi Bidang Pencegahan KPK

tahun 2015 bahwa mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2
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(dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas

Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan

tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Mekanisme

pencairan dana dan penyaluran Dana Desa yaitu :

a. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu
yang telah ditetapkan.

b. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui
Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah
ditentukan.

c. Pencairan tahap kedua, dapat dilakuakan apabila pengguanaan pada
pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara
administratif, secara teknis dan secara hukum.

d. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan
pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.

e. Penyaluaran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas
(pemimpin pelaksana kegiatan) dilakuakan dengan mekanisme
sebagai berikut:

1) Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan
Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana
sebelumnya.

2) Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas

kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengakap,
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sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang

ditadatangani oleh Kepala Desa.

3) Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi
Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang
ditunjuk.

4) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan ke
dalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan
kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

5) Dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa dinyatakan
bahwa penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap
sebagaimana tersebut di atas dilakukan paling lambat pada minggu
kedua bulan yang bersangkutan.

Pasal 15 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
93/PMK.07/2015, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas
Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah
diterima di RKUD.

Mengacu pada prinsip pengelolaan Dana Desa, maka Dana Desa
merupakan bagian yang tak teisahkan dari pengelolaan keuangan desa
dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan,
dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh

lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan
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secara admistratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa
dipergunakan secara terarah, ekonomis, efesien, efektif, berkeadilan dan

terkendali.

3.5 Konsep Pengelolaan Dana Desa di Desa

3.5.1 Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa
Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa,
pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,

partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya
tentang keuangan desa.

b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian
sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam
rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang
mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus

mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.
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3.5.2 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban (Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa).

a. Perencanaan

Perencanaan APBDesa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20 sampai dengan 23. Perencanaan
pembangunan desa adalah proses perencanaan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa
(BPD), dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan desa.

Rangkaian tahapan dalam perencanaan APBDesa yaitu Sekretaris
Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang
APBDesa sesuai RKPDesa dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
Kepala Desa menyampaikan Raperdes APBDesa kepada Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama.
Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa membahas dan
menyepakati tiga sampai dengan empat prioritas program dan kegiatan
sesuai kebutuhan masyarakat desa dalam Raperdes APBDesa.
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling

lambat bulan Oktober tahun berjalan.
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Raperdes APBDesa yang telah disepakati disampaikan kepada
Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat tiga hari sejak disepakati
untuk dievaluas. APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama
maksimal dua puluh hari kerja.

Apabila hasil evaluasi Raperdes APBDesa tidak sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari kerja
sejak diterimanya hasil evaluasi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak
memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan,
Perdes APBDes berlaku dengan sendirinya. Jika hasil evaluasi Raperdes
APBDesa tidak ditindaklanjuti Kades, maka Bupati/Walikota membatalkan
Raperdes APBDesa dan Berlaku APDANA DESAes Tahun sebelumnya.
Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Raperdes APBDesa
kepada camat atau sebutan lain.

APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Desa yang disusun sesuai format yang diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri 113 Tahun 2014. Adapun format APBDesa adalah sebagai

berikut :
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1. Pendapatan Desa R oesiiiiisiidniroensd
2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa BREDL s daans sexormonbsiianamasan

b. Bidang Pembangunan D ssidees rogsadesarriaranisnss

¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan RP:osovsossn ik haeh I Eees

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat NS s eniiiicntsdeisinippasaind

e. Bidang Tak Terduga RD iisiatiesciastessssesioss

Jumlah Belanja BN sosscabanade shonsionsassans

Surplus/Defisit RV v iaoirsaoronts

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan RPN ihattasnsearbiniiinininns
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.
Selisih Pembiayaan (a=-b ) R, orsasssaensnsanubisssores

Gambar 1. Format APBDesa

b. Pelaksanaan

Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melaui rekening Kas
Desa atau sesuai ketetapan pemerintah kabupaten/kota dengan
dukungan bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah Desa dilarang
melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dan
besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Pengadaan
barang dan/atau Jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati/ Walikota
dan penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan

disahkan Kepala Desa.
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c. Penatausahaan

Penatausahaan APBDes mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35-36. Penatausahaan APBDes
dilakukan oleh Bendahara Desa yang meliputi pembukuan, inventarisasi,
dan pelaporan barang milik Desa.

Kegiatan penatausahaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa
berupa pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran. Tutup buku
dilakukan setiap akhir bulan. Pertanggungjawaban atas uang yang
digunakan melalui laporan. Laporan tersebut disampaikan setiap bulan
kepada Kepala Desa paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.
Jenis buku yang digunakan berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu

Pajak, dan Buku Bank.

d. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes
merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 38 sampai 42.

Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota
melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa
semester pertama  dan semester  akhir  tahun. Laporan
pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan setiap
akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan
pembiayaan, ditetapkan dengan Peraturan Desa dan melampirkan format

laporan.
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Pertanggungjawaban terdiri atas realisasi pelaksanaan APBDesa
tahun Anggaran berkenaan, kekayaan milik desa per 31 Desember tahun
anggaran berkenaan, dan Program Pemerintah & Pemerintah Daerah
yang masuk ke desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling

lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

3.5.3 Contoh Sukses Pengelolaan Dana Desa

a. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Ponggok
Kabupaten Klaten.

Dengan adanya Dana Desa yang dikucurkan sejak tahun 2015,
Desa Ponggok memperoleh tambahan pendapatan yang cukup besar.
Dana Desa yang disalurkan pemerintah salah satunya digunakan untuk
pengembangan BadanUsaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes Tirta
Mandiri Ponggok mengelola potensi-potensi sumber daya alam sebagai
ladang penghasilan tambahan bagi masyarakat desa Ponggok. Jenis
usaha yang dijalankan adalah budidaya ikan nila merah,
toko desa, pabrik air minum dalam kemasan, perkreditan rakyat, dan
umbul Ponggok

Jumlah pendapatan usaha BUMDesa Tirta Mandiri tiap tahun
mengalami peningkatan signifikan. Alokasi laba BUMDesa digunakan
untuk membiayai kegiatan unggulan Desa Ponggok yaitu pemberian dana
pendidikan (Kartu Cerdas Desa), jaminan kesehatan (Kartu Kesehatan

Anak), penyaluran dana melalui lembaga zakat desa.
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b. Pengembangan Bumdesa Panggungharjo Kabupaten Bantul

Keunggulan Desa Panggungharjo adalah adanya inovasi-inovasi
yang dilakukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi
di bidang pemerintahan desa, dan penerbitan koran desa. Di bidang
pendidikan, adanya kartu pintar dan bantuan pembayaran uang SPP
untuk warga tidak mampu. Di bidang kesehatan, adanya kartu sehat dan
ambulans desa. Pemerintah Desa Panggungharjo, Bantul juga
memanfaatkan Dana Desa salah satunya untuk pemberdayaan
masyarakat desa melalui penyertaan modal pada BUMDesa
Panggungharjo.

BUMDesa Panggungharjo berdiri sejak Tahun 2015 dan kini asset
yang dimiliki BUMDesa Panggungharjo mencapai 860 Juta. Tahun 2016,
pendapatan BUMDesa Panggungharjo mencapai 3 Miliar Rupiah dan
mampu memberikan kontribusi terhadap PAD hingga 80 Juta Rupiah
perbulan. Usaha yang dijalankan antara lain adalah pengelolaan sampah,
pengolahan minyak goring bekas, produksi sampah organik, gerai desa,
kerajinan, persewaan ruko, pengolahan tanah kas desa serta Stasiun

Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

B. Kajian Teori

1. Teori Difusi Inovasi
Teori difusi inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana

suatu inovasi disampaikan (dikomunikasikan) melalui saluran-saluran
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tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial.

Dalam pelaksanaannya, sasaran dari upaya difusi inovasi umumnya

petani dan anggota masyarakat pedesaan (Bungin, 2008:279).

Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses difusi inovasi

terdapat empat elemen pokok, yaitu :

a.

Inovasi : gagasan tindakan atau barang yang dianggap baru oleh
seseorang. Dalam hal ini kebaruan inovasi diukur secara subjektif
menurut pandangan individu yang menerimanya.

Saluran komunikasi : alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi
dari sumber kepada penerima. Suatu inovasi dapat diadopsi oleh
seseorang apabila inovasi tersebut dikomunikasikan atau di sampaikan
kepada orang lain. Saluran komunikasi yang dimaksud disini juga
disesuaikan dengan siapa yang dituju dari inovasi tersebut. Jika
inovasi ditujulkan kepada masyarakat secara luas maka saluran yang
digunakan tentu saja saluran komunikasi massa. Jika yang dituju
individu maka saluran yang digunakan adalah saluran komunikasi
personal.

Jangka waktu : suatu dimensi waktu yang dimulai dari proses inovasi
itu dikomunikasikan atau disampaikan kepada seseorang sampai
kepada keputusan untuk mengadopsi inovasi tersebut.

Sistem sosial : kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan
terkait dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka

mencapai tujuan bersama.
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Everet M. Rogers dalam Bungin (2008:279) memberikan asumsi

bahwa setidaknya ada lima tahap dalam suatu proses difusi inovasi, yaitu :

a.

Pengetahuan : kesadaran individu akan adanya inovasi dan adanya
pemahaman tertentu tentang bagaimana inovasi tersebut berfungsi.
Persuasi : individu memiliki sifat yang menyetujui atau tidak menyetujui
inovasi tersebut.

Keputusan : Individu terlibat dalam aktivitas yang membawa pada
suatu pilihan untuk mengadopsi inovasi tersebut.

Pelaksanaan : individu melaksanakan keputusannya itu sesuai dengan
pilihan-pilihannya.

Konfirmasi : individu akan mencari pendapat yang menguatkan
keputusan yang telah diambilnya, namun dia dapat berubah dari
keputusan yang telah diambil sebelumnya jika pesan-pesan mengenai

inovasi yang diterimanya berlawanan satu dengan yang lainnya.

Beberapa kategori yang ada di dalam teori difusi inovasi, antara

lain:

a.

Inovator yakni mereka yang pertama mengadopsi suatu inovasi. Hanya
ada sekitar 2,5% individu yang yang berani menjadi seorang inovator.
Ciri utama individu tersebut biasanya menyukai tantangan dan berani
mengambil resiko serta memiliki kemampuan ekonomi yang
mendukung untuk menjadi seorang inovator.

Perintis atau pelopor (Early Adopters) merupakan orang yang

bersedia memulai inovasi dalam suatu kelompok. Hanya ada 13,5%
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orang yang memiliki kategori ini. Biasanya mereka merupakan orang
yang teandang dan memiliki pengikut dalam suatu kelompok sosial.

c. Pengikut Dini (Early Majority) adalah mereka yang secara mayoritas
bersama-sama menjadi pengikut awal suatu inovasi. Jumlahnya sekitar
34 % dalam suatu kelompok sosial tertentu. Biasanya mereka yang
masuk dalam kategori ini bercirikan memiliki pertimbangan yang
matang dalam mengambil keputusan.

d. Pengikut Akhir (Late Majority) adalah mereka yang secara bersama-
sama menjadi pengikut akhir pada suatu inovasi. Jumlahnya 34%
dalam suatu kelompok sosial dimana mereka lebih  memiliki
pertimbangan pragmatis kepada kebenaran dan kebermanfaatan suatu
inovasi yang akan diadopsi mereka.

e. Kelompok Kolot/Tradisional (Laggards) merupakan kelompok terakhir
yang paling sulit menerima suatu inovasi. Jumlahnya sekitar 16% dari
suatu kelompok sosial. Dimana kaum ini merupakan kaum
kolot/tradisional yang sangat sulit menerima  perubahan.

(https://pakarkomunikasi.com/teori-difusi-inovasi).

2. Teori Integrasi Informasi (Information Integration Theory)

Merupakan teori tentang pengorganisasian pesan atau informasi
yang dikemukakan oleh Martin Feishbein. Teori ini berasumsi bahwa
organisasi mengakumulasikan dan mengorganisasikan informasi yang

diperolehnya tentang sekelompok orang, objek, situasi atau ide-ide untuk
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membentuk sikap yang sesuai dengan konsep yang terbentuk dari hasil

penerimaan informasi tersebut (Little John dalam Morissan, 2013: 89).

Feishbein mengemukakan bahwa merujuk pada teori ini semua
informasi mempunyai kekuatan potensial yang dapat mempengaruhi
orang untuk memiliki sikap tertentu. Besar tidaknya pengaruh tersebut
tergantung kepada dua hal yaitu valensi dan Bobot Panilaian.

a. Valensi atau tujuan ialah sejauhmana suatu informasi mendukung apa
yang sudah menjadi kepercayaan seseorang. Suatu informasi
dikatakan positif apabila informasi tersebut mendukung kepercayaan
yang telah ada dalam diri seseorang sebelumnya. Sedangkan jika
yang terjadi adalah sebaliknya, maka informasi itu dapat dipandang
sebagai sesuatu yang negatif.

b. Bobot penilaian, yang berkaitan dengan tingkat kredibilitas informasi
tersebut. Maksudnya apabila seseorang melihat informasi itu sebagai
suatu kebenaran, maka ia akan memberikan penilaian yang tinggi
terhadap informasi itu. Sementara jika yang terjadi adalah sebailknya,
maka penilaian yang diberikan pun akan rendah. (Morissan, 2013 : 90-
91).

Teori integrasi informasi menyatakan bahwa adanya akumulasi
informasi yang diserap seseorang dapat menimbulkan hal-hal sebagai
berikut:

a. Informasi dapat merubah derajat kepercayaan seseorang terhadap

suatu objek
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b. Informasi dapat merubah kredibilitas kepercayaan yang sudah dimiliki
seseorang.
c. Informasi dapat menambah kepercayaan baru yang telah ada dalam

struktur sikap.

3. Teori Mendapatkan Kepatuhan

Upaya agar orang lain mematuhi apa yang kita inginkan merupakan
tujuan komunikasi yang paling umum dan paling sering digunakan.
Mendapatkan kepatuhan (ganning compliance) adalah upaya yang kita
lakukan agar orang lain melakukan apa yang kita ingin meraka lakukan
atau agar mereka menghentikan pekerjaan yang kita tidak sukai
(Morissan, 2013 : 161).

Pesan-pesan yang dibuat agar orang memiliki kepatuhan
(compliance gaining message) merupakan salah satu topik yang paling
banyak diteliti dalam ilmu komunikasi. Menurut Gerald Marwell dan David
Schmitt dalam Morissan (2013 : 161-162), kepatuhan adalah suatu
pertukaran dengan sesuatu hal lain yang diberikan oleh pencari
kepatuhan.

Marwell dan Schmitt mengarahkan orang untuk menerapkan lima
strategi umum atau lima kelompok taktik dalam upaya untuk dapat
menyusun sejumlah prinsip kepatuhan yang lebih ringkas, yang

mencakup:
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Tabel 1. Strategi mendapatkan kepatuhan Marwell dan Schmitt (Morissan,
(2013:162)

Strategi mendapatkan kepatuhan oleh Marwell dan Schmitt

a. Janji : menjanjikan hadiah bagi kepatuhan.

b. Ancaman : menunjukkan bahwa hukuman akan dikenakan bagi yang
tidak patuh.

c. Menunjukkan keahlian atas hasil positif : menunjukkan bagaimana hal-
hal baik akan terjadi bagi mereka yang patuh.

d. Menunjukkan keahlian atas hasil negatif : menunjukkan bagaimana
hal-hal buruk akan terjadi terhadap mereka yang tidak patuh.

e. Menyukai : menunjukkan keramahan.

f. Memberi duluan : memberikan penghargaan sebelum meminta
kepatuhan.

g. Mengenakan stimulasi aversif : mengenakan hukuman hingga
diperoleh kepatuhan.

h. Meminta “utang” : mengatakan kepada seseorang mengenai bantuan
atau pertolongan yang pernah diterimanya pada masa lalu.

i. Membuat daya tarik moral : menggambarkan kepatuhan sebagai hal
yang baik dilakukan secara moral.

j.  Menyatakan perasaan positif : mengatakan kepada orang lain betapa
senangnya dia jika terdapat kepatuhan.

k. Menyatakan perasaan negatif : mengatakan kepada orang lain betapa
tidak senangnya dia jika tidak ada kepatuhan.

|.  Perubahan peran secara positif : menghubungkan kepatuhan dengan
orang-orang yang memiliki kualitas baik.

m. Perubahan peran secara negatif : menghubungkan ketidakpatuhan
dengan orang-orang yang memiliki kualitas buruk.

n. Patuh karena peduli : mencari kepatuhan orang lain semata-mata
sebagai bentuk bantuan atau pertolongan orang itu.

0. Menunjukkan penghormatan positif : mengatakan kepada seseorang
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bahwa ia akan disukai orang lain jika ia patuh.
p. Menunjukkan penghormatan negatif : mengatakan kepada seseorang

bahwa ia akan kurang disukai orang lain jika tidak patuh.

Keenambelas prinsip kepatuhan di atas kemudian dapat diringkas
menjadi lima strategi umum atau lima kelompok taktik yang meliputi :

a. Pemberian penghargaan (termasuk di dalamnya memberikan janiji).

b. Hukuman (termasuk mengancam).

c. Keahlian (menunjukkan pengetahuan terhadap penghargaan).

d. Komitmen impersonal (misalnya daya tarik moral).

e. Komitmen personal ( misalnya utang)

Menurut Lawrance Wheeles, Robert Barraclough dan Robert
Stewart dalam Morissan (2013:164) bahwa cara terbaik untuk
mengklarifikasi pesan untuk mendapatkan kepatuhan adalah berdasarkan
jenis kekuasaan vyang digunakan komunikator ketika mencoba
mendapatkan kepatuhan dari orang lain. Wheeles mengemukakan tiga
tipe umum kekuasaan.

a. Kekuasaan dalam hal kemampuan untuk memanipulasi konsekuensi
dari suatu arah tindakan tertentu. Orang tua sering kali menggunakan
kekuasaan jenis ini kitika menghukum atau memberikan penghargaan
kepada anak-anak mereka.

b. Kekuasaan atau kemampuan untuk menetukan posisi hubungan
(relational position) seseorang dengan orang lain. Di sini orang yang

memiliki kekuasaan yang dapat mengidentifikasi elemen-elemen
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tertentu dari suatu hubungan yang dapat membawa kepatuhan.
Misalnya jika pasangan anda beikir bahwa anda tidak terlalu serius
menjalin hubungan dengannya maka kemungkinan anda akan
mendapatkan lebih banyak pengertian dan kerja sama darinya
karena kemungkinan ia takut ditinggalkan.

c. Kekuasaan atau kemampuan untuk menentukan nilai, kewajiban atau
keduanya (to define values, obligation, or both) disini orang memiliki
kredibilitas untuk mengatakan kepada orang lain berbagai norma
tindakan yang diterima atau diperlukan. Contohnya membalas

pertolongan orang lain yang pernah menolong kita.

C. Penelitian yang Relevan

1. Imelda Diyana (2017), Analisis Strategi Komunikasi Komisi
Penaggulangan AIDS Daerah  (KPAD) Dalam Upaya Pencegahan
Penularan HIV AIDS di Kabupaten Maros.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa KPAD Kabupaten Maros
harus memperhatikan penampilan dan bersikap ramah, harus memahami
dan mengetahui dengan baik mengenai HIV/AIDS, selain itu harus pula
mengetahui kondisi komunikan atau masyarakat yang dihadapi agar
pesan yang disampaikan diterima dengan baik.

Tujuan komunikasi yang dilakukan KPAD Kabupaten Maros adalah
memberi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang
HIV/AIDS, bagaimana mencegah penularan HIV/AIDS dan mengajak

masyarakat untuk beerilaku hidup sehat, sehingga mengurangi risiko
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terinfeksi HIV/AIDS. Penentuan khalayak atau target sasaran kegiatan
sosialisasi Pencegahan Penularan HIV/AIDS dengan melihat pihak-pihak
yang dianggap perlu memperoleh informasi tentang HIV/AIDS dalam hal
ini seluruh lapisan masyarakat, namun karena jumlah target sasaran
sangat banyak, maka KPAD Kabupaten Maros memfokuskan target
khalayaknya pada lingkungan pendidikan, lingkungan perkantoran dan
lingkungan pemukiman karena mereka dianggap bisa segera
menyampaikan pengetahuan mereka kepada masyarakat di lingkungan
sekitarnya.

Setiap elemen dalam strategi komunikasi memiliki kemungkinan
untuk terjadi noise atau gangguan. Hal ini sejalan dengan model Melvin
DeFleur yang mengemukakan bahwa dalam proses komunikasi bisa
terjadi gangguan pada semua komponen komunikasi mulai dari
transmitter, channel, receiver, maupun destination.

2. Ismail Sam Giu (2017), Analisis Strategi Pemberdayaan Humas SKPD
oleh Biro Humas dan Protokol dalam Menunjang Empat Program
Unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Penyebarluasan informasi melalui penunjukan petugas humas di
SKPD tidak berjalan efektif. Masalah regulasi tentang tugas dan fungsi
kehumasan di SKPD membuat pembagian tugas dan otoritas pekerjaan
ini menjadi tidak jelas. Biro Humas dan protokol sebagai instansi teknis
juga belum mampu untuk mengelola informasi dari setiap SKPD
disebabkan oleh distribusi tugas, kuantitas dan kualitas SDM yang tidak

cukup di Sub Bagian yang terkait dengan penyebarluasan informasi
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publik. Pemanfaatan media online di Pemprov. Gorontalo juga masih

sangat rendah yang terlihat dari produksi media online di website resmi

Biro Humas dan Protokol selama periode Januari s/d Oktober 2016 yang

hanya 475 berita. Hal ini dipengaruhi oleh paradigma pimpinan SKPD

yang masih mengandalkan koran dalam hal pemanfaatan media
komunikasi.

Penunjukan petugas Humas SKPD tidak melalui riset dan
perencanaan yang matang sehingga penyebarluasan informasi tanpa
tujuan yang terukur. Perlu disusun perencanaan komunikasi yang matang
dengan memperhatikan efektivitas kerja dan efisiensi anggaran untuk
mencapai tujuan dimaksud.

3. Muhammad Radhi (2016), Strategi Komunikasi Pimpinan Yayasan
Rumah Al Qur'an Rabbani Medan dalam Memotivasi Kaum Ibu Belajar
Al Qur'an di Kecamatan Medan Area.

Penentuan tujuan komunikasi merupakan suatu komponen yang
penting dalam pelaksanaan proses strategi komunikasi. Penentuan tujuan
komunikasi tentu tidak terlepas dari pesan apa yang yang hendak
disampaikan, media yang digunakan dan dipilih, bagaimana mengatasi
hambatan-hambatan komunikasi, serta bagaimana prinsip-prinsip
komunikasi Islam yang digunakan.

Pimpinan Yayasan Rumah Alguran Rabbani Medan dalam
menetukan suatu tujuan organsasinya melibatkan semua unsur pimpinan
untuk dikomunikasikan dalam setiap program. Pimpinan Yayasan dalam

menentukan tujuan komunikasi juga menanamkan rasa tanggung jawab
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bagi ibu-ibu yang mengikuti program pembelajaran untuk menyebarkan
informasi kepada masyarakat khususnya kaum ibu-ibu untuk ikut serta
dalam program pembelajaran Al Qur'an khusus kaum ibu di Rumah Al
Qur'an Rabbani Medan, sehingga dalam menentukan tujuan komunikasi
yang diharapkan berjalan sebagaimana mestinya.

Penyajian pesan yang ada dalam program-program di yayasan
disesuaikan dengan tingkatan, situasi, kondisi, dan teknis pelaksanaan.
Dalam penyampaian pesan bahasa yang digunakan khusus kaum ibu
adalah bahasa yang mudah dipahami ibu-ibu karena sebagai instruktur
atau ustadz harus tahu kondisi ibu-ibu tidak semuanya sama dalam
pendidikannya. Apalagi di antara ibu-ibu tersebut ada yang lanjut usia
atau nenek-nenek yang penyampaian kajian harus bahasa yang umum.
Menghindari bahasa ilmiah seperti yang biasa diberikan di kampus karena
jika bahasa ilmiah diberikan kepada ibu-ibu berdampak ibu-ibu akan tidak
paham, disampaikan dengan lemah lembut, tanpa menyinggung latar
belakang kaum ibu yang belajar Alquran.

Perbedaan mendasar antara ketiga penelitian sebelumnya dengan
penelitian yang akan dilakukan ini terkait dengan Strategi Komunikasi
DPMD dalam Penyebaran Informasi Pengelolaan Dana Desa di
Kabupaten Maros adalah pada beberapa unsur komunikasinya antara lain
pada sumber (source), dan pada pesan, dan pada khalayaknya (receiver).
Pada ketiga penelitian yang relevan, yang menjadi sumber pesan adalah

Komisi Penaggulangan Aids Daerah (KPAD), Biro Humas dan Protokol
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Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Yayasan Rumah Al Quran Rabbani
sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukakan ini, yang menjadi
sumber adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Maros. Dari segi khalayak yang dituju juga terdapat perbedaan, di mana
pada strategi komunikasi penaggulangan AIDS yang disasar oleh pesan
KPAD adalah seluruh lapisan masyarakat karena memang mereka dan
kita semua memiliki kemungkinan terjangkit penyakit mematikan ini,
kemudian Humas SKPD di Provinsi Gorontalo, dan kaum ibu yang
mengikuti program pembelajaran dan pengajian, sedangkan dalam
penelitian yang akan dilakukan ini yang menjadi khalayaknya adalah
pihak-pihak di desa yang ada hubungannya atau terkait dengan Dana
Desa, seperti kepala desa beserta perangkatnya dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi masyarakat desa.
Berdasarkan sumber (source) dan fokus permasalahan yang
berbeda, maka pesan yang disampaikan pun tentunya berbeda, di mana
dalam penelitian sebelumnya pesan yang disampaikan terkait stategi
komunikasi penaggulangan AIDS, bagaimana peran Humas SKPD dalam
menunjang Empat Program Unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo,
serta pesan-pesan Qur’ani, sedangkan pesan dalam penelitian ini adalah
mengenai strategi komunikasi dalam penyebaran informasi pengelolaan
Dana Desa, maka tentunya pesan yang disampaikan tentang apa Dana
Desa itu, bagaimana aturan-aturan dalam penyaluran dan penggunaanya,

hal-hal apa vyang dilarang dalam pengelolaannya, bagaimana
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perencanaannya,pemanfaatan, pengadministrasian, pertanggungjawaban,
bagaimana memaksimalkan pemanfaatan Dana Desa bagi kemakmuran
masyarakat desa dan sebagainya. Selain itu pendekatan teori yang
digunakan antara penelitian sebelumnya..dengan yang akan dilaksanakan
juga terdapat perbedaan.

Namun persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian
yang akan dilakukan ini adalah terkait dengan pengaruh atau efek yang
dihasilkan, di mana strategi komunikasi ditujukan untuk dapat mengubah
kognisi/pengetahuan, sikap dan pada akhirnya mengubah perilaku dari
khalayak yang menjadi sasaran strategi komunikasi tersebut untuk
mengikuti apa yang dikehandaki oleh komunikator.

Adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian relevan yang
telah ada sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Penelitian relevan

No Judul Penulis Persamaan Perbedaan

1. | Analisis Strategi Imelda Terkait Pendekatan teori
Komunikasi Komisi | Diyana penyebaran yang digunakan
Penaggulangan informasi (teori hubungan
AIDS Daerah tentang suatu sosial, perbedaan
(KPAD) Dalam program individu,
Upaya Pencegahan pemerintah presentasi diri
Penularan HIV AIDS dan teori sifat).
di Kabupaten Maros
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No Judul Penulis Persamaan Perbedaan
2. | Analisis Strategi
Pemberdayaan Ismail Terkait Menitikberatkan
Humas SKPD oleh Sam Giu | penyebaran pada penggunaan
Biro Humas dan informasi media massa
Protokol dalam tentang suatu
Menunjang Empat program
Program Unggulan pemerintah
Pemerintah Provinsi
Gorontalo.
3. | Strategi Komunikasi | Muh. Menggunakan | Khalayak  yang
Pimpinan Yayasan | Radhi metode dituju.
Rumah Al Qur'an pendekatan
Rabbani Medan deskriptif
dalam Memotivasi kualitatif
Kaum lbu Belajar Al
Quran di
Kecamatan Medan
Area.

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka

kerangka konsep yang dihasilkan adalah sebagai berikut :
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Gambar 2. Kerangka konseptual




BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan deskriptif kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk
menjelaskan dan memperoleh gambaran mengenai bagaimana strategi
komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (DPMD) Kabupaten Maros dalam penyebaran informasi pengelolaan
Dana Desa. Dalam metode ini peneliti berusaha memahami dan
menafsirkan makna strategi komunikasi dalam penyebaran informasi
terkait pengelolaan Dana Desa menurut perspektif peneliti sendiri serta

menerangkan realitas yang berkaitan berdasarkan penelusuran teori.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros, JI. Asoka nomor 1 Maros.

C. Sum